











' é afuki rmohonartl,
berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukar pe
£ clané arclata, maupur
pengaduarl, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, [
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gan dan kopastian hukur
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Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acal

hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang Japat dilakukan

oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses

peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan
melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukurm

acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan

konsisten yang biasa disebut sebagai ‘due process of law" untuk

mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses
dalam penyelidikan hingga proses pengadilan;

Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan
PEMOHON diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh
PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah diterbitkannya surat
Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Oleh Termohon tidak
sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan
dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan

hukum acara;

. FAKTA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM

j

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 PEMOHON Melaporkan

dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu, Yakni Pemberian uang pada
masa tenang yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD
kabupaten Gorontalo Utara Dapil 3 dari Partai Golkar atas Nama Wisye
Pangimanan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa sebagai Pelapor di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara
Pemohon telah dimintai keterangan terkait laporan tersebut:

Bahwa atas laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak Bawasiu
Kabupaten Gorontalo Utara dengan memeriksa beberapa orang saksi
aan berita acara serah terima barang bukti berupa uang;

" . ) i
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april 20189 Yahya Usman saal  diminta

clpn/atadl staf
pada wakil

24

aksi oleh Hawasiu
saks y
ara pada pokoknya meny:

minggu sebelurn [1ear)

4 Bahwa pada tanggal
anggota

ynpalkarn
Pamilihan Umurm

keterangan sebagal
Kabupaten Gorontalo ut
kampanye kurang lebih 1 (satu)
semua Tim sukses dari Sdrl

i desa Molangga,
-91'|yu minta dukungan dar pilih

Wisye Pangimanan diundang  untuk
saat borkurmnpul dirurmahys

Berkumpul dirumahnya d

Sdri. Wisye Pangimanan menyampaikan
anjikan 1 hari sebelum pemilihan akan diberikan uang dan

inc berkumpul saat 1tu acla 7/
1 orang atas

saya, dan dij

sdarkan kepada permilih, yé

uang tersebut die
@oamals

terdiri dari Tim Pemenangan k

(tuiuh) orang yang
Pamonangan desa

Nama Rahim Aku
diantaranya Bambang dari desa
Papualangi, Ka None dari Desa Tolinggula Pantal,
dari Desa llotunggula, dan pada

ri. Wisye Pangemanan untuk membawa catat
ntukan berapa

ba dan 6 (enam) orang dari Tun

Molangga, Ka Nani dari desa

Ka Haha dari desa
gaat Pertemuan

llomangga, Hidayat
all

tersebut diminta oleh Sd
nama-nama calon pemilih dan masing-masing tidalk dite

jumlah yang harus dimasukan dalam catatan,

_ Bahwa Sdr. Yahya Usman kembali lagi setelah 3 (tiga hari) sesudah
pe ternuan dengan Sdri. Wisye Pangemanan membawa nama-nama

calon pemilih untuk, sdri Wisye pangemanan, dengan jumlah 32 orang

ditulis di kertas buku sekolah yang bergaris, dan uang belum diserahkan

saat itu, akan tetapi disampaikan oleh Sdri. Wisye Pangemanan nanti

malam hari H (tanggal 16 April 2019) akan diberikan uangnya;

. Banwa pada tanggal 16 april 2019 sdr. Yahya Usman dihubungi via
telpor oleh Sdr. Ryan untuk datang kerumah sdri. Wisye Pangemanarn
dan diminta juga Tembawa saksi pribadi (Aripin Moko dan Rukmin
Suho);

Bahv/a setelah'tiba dirumah Sdri Wisye Pangemanan disampaikan agar

sdr. Yahya Usman untuk menunggu sdr. bambang dan diperintahkan

Rp5.000.000 (lima juta rupi g ke i

piah);

Bahwa pada masa tena '

apiil 2019 orang yang pe:tgar:ap::;:kf:um'oo i ot

i D o ang oleh Yahya Usman untuk

ah Wawan suko, Acon Anune,

Ucen anune, Rukmin Suko, Aripin Moko:
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TERMC)HON yang dapat menyeb
sehinggA penerbitan penghentian

ang cacat hukum tersebut dapat meng

fPenyidikan dengan

hukum
akibatkan Tidak

proses Y
ah sepanlasnyalah

Penghentian
akan Tidak

Sah;
sebut diatas, sud

Bahwa berdasarkan uraian ter
p/1 24/V/2019 Tentang

ketetapan Nomor SP.Ta

surat
penyidikan yang dikeluarkan Oleh TERMOHON dinyal
Sah;
atas  sural Perintah

dan kejanggalan

terdapat keanehan
.b/W2019/RESKRIM yang

spP Sidik/101

entian Penyidikan Nomor :
i berikut :

arkan Oleh Termohon sebaga
ada

Hasil Pemeriksaan P

Cukup Bukti Atau Peristiwa
atau karena

Bahwa pada Bagian Pertimbangan
idak
akan tindak Pidana
am undang-undang penyidikan

Tingkat Penyidikan, Ternyata T
tersebut Ternyata bukan merup
hal-hal sebagaimana diatur dal
dihentikan demi hukum,;

Bzhwa Termohon Masih tetap Ragu
Penghentian Penyidikan Apakah Tidak ¢

tersebut ternyata bukan merupakan suatu

untuk menentukan Alasan
ukup Bukti atau Peristiwa
Tindak Pidana seperti

yang PEMOHON sampaikan diatas,
Berdasarkan Pasal 3 huruf b dan f Peratur
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Bahwa an Kepsla

Kepolisian Negara Republik
yaitu Penyidik/Penyidik Pembantu dalam

as fungsi dan wewenangpenyidikan sesuai
Akuntabel yaitu Proses Penyelidikan dan

yakni, Profesional
melaksanakan Tug

kompetensi yang dimiliki,
Fenyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa kemudian Konsep Polisi Yang PROMOTER (Profesional
Modern dan Terpercaya) betul-betul terwujud dan di
implementasikan;,
Bah jadi

wa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah

Penghentian Penyidikan Nomor : SP
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ar Perkara tanggal 10 Mel |
o EIISPK'['-RES GTLO, tanggal 10 Mel
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a. Laporan Hé@
lisi Nomor: LP/

p. Laporan Po
gk ' Reskrim tangga
¢. Surat perintah penyidikan Nomor:

10 Mei 2019 | |
pemberitahuan dimulainya@

SP.Sidik!Q?Nl201 9/

penyidikan Nomor:

d. Surat
B/101 gal 10 Mei 2019
e. Beri.a Acar

f\/£201Q/ResKrim, tang
a Pemeniksaan sa
entra Gakkumdu ic

ks:—saksi.

TEHMOHON melalui proses gelar

an Saksi dan Surat

Bahwa pPenyidik S

perkara dan diperoleh 2 (dua) alat bukti berupa Keterang

menyimpulkan setelah melakukan serangkaian penyrd[kan banwa \NIS_HE

F’ANGEMANAN yang merupakal Caleg Nomor 2 Partal Golkar Dapil 3

Kabupaten Gorontalo Utara adalah ‘i'ERSAN(;‘KA atas laporafl dari IMRAN
kan atas

yangd tidak terpisah
kan Calegd Nomor 2 Partai

ARIMAS.
an formil sebagal bagian
TERSANGKA.

Bahwa kelengkap
HE PANGEMANAN yang merupa
talo Utara sebagal

penetapan WIS
3 Kabupaten Goron

Golkar Daplil

diantaranya :

a. Laporan Gelar Perkara, tanggal 22 Mei 2019;

b. Surat Ketetapan Nomor ! S.Tapl22N32019!Reskrim tanggal 22 Mei 2019
Wishe Pangemanan,

tentang Penetapan Tersangka an.
B/952/\V/201 g/Reskrim tanggal

c. Surat pPemberitahuan Penetapan Nomor

22 Mei 2019.

Bahwa berdasarkan hal-hal
Gakkumdu I TERMOHON melakukan pemeriksaan

PANCEMANAN dalam kapasitasnya sebagai Tersangka dan selain itu juga
terhadap Ahli Pidana atas nama

ung alat bukti lainnya,

maka Penyidik Sentra

diatas,
tarhadap WISHE

tersebut

TERMOHON melakukan pemeriksaan
APRIYANTO NUSA, S.H., MH untuk menduk
sehingga proses penyidikan terkandung maksud dilakukan secara
profesional, modern dan terpercaya (Promoter). l

Bahwa sesuai dengan keterangan dari Ahli
(BAP) saksi-saksi yang dilakukan oleh TERMOHON ic

Pidana hal mana dari hasil

pemeriksaan
Penyidi i | i
yidik Gakkumdu tidak ditemukan sinkronisasi antara keterangan saksi

ang S - aksi '
;r- ga' atu dengan saksi yang lainnya untuk membuktikan bahwa telah
a i i
d-!jk i perbuatan dugaan tindak pidana Pemilu berupa Money Politik yan
ilakukan ' | :
oleh WISHE PANGEMANAN selaku peserta Caleg Nomor urut 2
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Saksi Aripiln Moko memberikan keterangan dibawah d

1

ya menjelaskan sesual dengan bukti surat

Bahwa saksi pada pokokn
P.2 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan,
pangemanan sebagai Caleg DPRD

bahwa saksi kenal dengan wisye

dapil Il Kabupaten Gorontalo Utara,

bahwa saksi pernah kerumah Wisye Pangemanail,
(il sekitar pukul 19.00 Wita saksi deiberikan

Rahwa pada tanggal 16 Ap
Seratus Ribu Rupiah);

uang oleh Saksi Yahya sejumlah Rp. 100.000 (
bahwa saksi tau Yahya Usman adalah tim sukses dari wiye

Pangemanan;
isumpah yang

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut .
gan bukti surat

Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai den

P 7 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan,
Bahwa saksi Kenal wisye pangemanan dari Saksi Yahya Usman;

Bahwa saksi pernah menerima uang dari Saksi Yahya Usman

sejumlah Rp. 600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa saksi Yahya Usman menyampaikan ini uang dari Wisye
¢

Pangemanan;
Bahwa didalam Rumah Saksi ada beberapa orang wajib Pilih. Yakni

saksi sendiri, istri saksi ( sartin Igirisa), Anak saksi ( Ristianto Moko,

Sisrawati Mojko) Anak Mantu Saksi ( Nanang Lulengo) dan Mertua

Saksi (Amina S. Rahman),

4. Saksi Adam Mangopa memberikan keterangan dibawah disumpah yang

pacda pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat
P.6 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan,
Bahwa saksi adalah Tim Sukses dari Wisye Pangemanan untuk Desa

Cempaka Putih;
Eahwa saksi beberapa kali Ketemu dengan Wisye Pangemanan di

rumahnya,
Elahwa saksi diminta oleh wisye pangemanan untuk mencari orang-

orang yang siap memilihnya;
Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang Rp.20.00C (dua puluh

Ribu rupiah) di tiap 1 (satu) orang yang saksi dapat untuk memilih

Wisye pangemanan:
Bahwa saksi sebelumnya TIDAK KENAL dengan Ko ching;
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Kedua - Dikatakan Saksi tuinggal, karena Uang yang diberikan dari
Ko Cing, tidak dapat dipastikan bahwa uang yang diberkan adalah

uang vang bukan berasal dari peserta pelaksana pemilu (caleg)

Karena secara Fakta para saksi tidak mengakui. sedangkan Tim
Sukses atau Relawan, dalam UU Pemilu tidak ada pertanggung

jawaban pidana, sehingga harus ada pembuktiannya;
Maka, jika dalam tahap penyidikan ini, dihentikannya penyidikan
adalah tepat, sedangkan yang salah adalah Penetapan Tersangka
dan yang punya kepentingan hukum untuk mendeclair prosesdur
penetapan tersangka yang salah, adalah Terlapor dan bukan Pelapor;
- Dalam proses klarifikasi, sebenarnya bukan suatu proses pro-justisia,
sebab itu bukan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi Berita Acara klarifikasi,
jadi bukan bagian mengumpulkan Alat Bukti
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak
menyatakan ai.an menanggapinya dalam kesimpulan |
Menimbang bahwa para pihak baik Pemohon mengajukan kesimpulan
tertanggal 24 Juni 2019, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan
menyerahxan sepenuhnya kepada hakim untuk memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu
hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Merimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang dicatat dalam terita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Merimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah
mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas dalil-
dalil permohonan Femohcn dan memohon agar permohonan pemohon ditolak ;
Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan k
seksama permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, Hakim
berpendapat bahwa petitl.:m pokok permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Limboto menyatakan Surat
Ketetapan Nomor:  SP-Tap/124/V/2019/Reskrim tentang Penghentian
Penyidikar.  tertanggal 29 mei 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah
tidak sah menurut hukum, sedangkan terhadap petitum Permohonan Pemohon

selain dan selebihnya Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan petitum
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yeil 2019 saks) b erads dirurmall

pada hari Selasa tanggal 16 A
saksi tidur dituman ersepul

diperoleh fakta

Sdri. WISHE PANGEMANAN karean sejak selama
diruang tamu tiba-tiba di misscall oleh Sdr

pada saat saksi sedang duduk
YAHYA USMAN dan saksi menelpon balik ke sdr. YAHYA USMAN dimana
WISYE

dirinya menanyakan posisi saksi,

PANGAMANAN, lalu saksi tanyakan dimana posisinya dan
YAHYA USMAN dip@sar......ccoooo o .dst
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasll Gelar Perkara (bukti T-

saksi ahli Apriyanto Nusa.SH.MH yne
aikan oleh penyidik didalam

dan saksi jawab di rugnahnya Sdr
dijawab oleh Sdra

13) serta keterangan ) dipersidangan
menerangkan bahwa dari uraian fakta yang diur
rita acara pemeriksaan Ahli serta berdasarka
(2) jo Pasal 278 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
WISYE PANGEMANAN belum
Hal ini dikarenakan

pertanyaan be penjelasan unsuf

Pasal 523 ayat
Menurut ahli perbuatan tersangka Sdri.

memenuhi unsur pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2)

dua hal sebagai berikut :
a. Tidak adanya saksi yang melihat, mendengar, mengalami atau

mengetahui adanya pemberian uang sebagai imbalan (money

Sdri

politic) yang dilakukan cleh pelaksana kampanys PEMILU
‘WiSYE PANGEMANAN kepada saksi Sdra. RAHMAT WAGAFIE

(Tidak terpenuhi unsur perbuatan memberikan secara langsung).

b. Tidak adanya saksi yang melihat, mendengar , mengalami atau

mengetahui uang “diduga” sebagai imbalan (money politik) tersebut

diberikan oleh saksi KO CHING , serta belum bisa dibuktikannya

juga bahwa uang sebagai imbalan yang diberikan oleh Ko CHING

tersebut bersumber dari Pelaksana Kampanye Sdri WISYE

PANGEMANAN
Menimbang bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon

yaitu bukti I.13 berupa LAPORAN HASIL GELAR PERKARA Tentang Dugaan
tindak pidana pemilihan umum dengan Laporan Polisi nomor
LP/154/V/2019/SPKT/Res-Gtlo, tanggal 10 Mei 2019 yang disidik oleh Penyidik
Sentra Gakkumdu Kab. Gorontalo Utara, dengan kesimpulan dan rekomendasi
1. Kesimpulan U
menyimpulkan sesuai fakta [
yang ditemukan dalam E
ol gelar perkara
) ' ' i
Keterangan saksi-saksi masih berdiri sendiri dan tidak berkorelasi.

H - -
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2 Tidak adea saksl yang melihat pada saat pembagian atau

pemberian uang dar terlapor WISYE PANGEMANAN kepada

Sdra. RAHMAT WGAFIR maupun Sdra. CHING KONDENGIS
Alias KO CHING kepada Sdra. YAHYA USM AN Dan ADAM

MANGOPA,
2 Rekomendasi tindak ianjut kepada penyidik
a. Berkas Perkara tidak dapat di limpahkan ke Penuntut umum (

Tahap |)
b. Terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 Surat Ketetapan Nomor S.Tap/22/
Vv/2019 / RESKRIM Tanggal 22 Mei 2019 dan bukti T-10 Surat Pemberitahuan
Penetapan Tersangka atas nama WISYE PANGEMANAN tanggal 22 Mei 2019
bila dihubungkan dengan bukti T-12 Berita acara pemeriksaan Ahli APRIYANTO
NUSA SH MH tanggal 28 Mei 2019, menunjukkan adanya fakta bahwa
penentuan status WISYE PANGEMANAN sebagai tersangka lebih dahulu
dilakukan oleh Termohon sebelum Termohon meminta pendapat atau
keterangan Ahli Apriyanto, SH.MH, setelah diketahui tidak cukup bukti barulat"s
dikeluarkan SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei
2019 untuk menghentikan penyidikan atas nama tersangka WISYE
PANGEMANAN ;

Me nimbang, bahwa Ahli Apriyanto, SH.MH menerangkan seharusnya

dalam penyidikan sebelum sebelum menentukan status tersangka setelah

dilakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli, dalam perkara in‘ telah terjadi

penentuan status tersangka baru kemudian dilakukan pemeriksaan ahli, sehinga

ketika sudah terlanjur ditentukan stasus Tersangka WISYE PANGEMANAN

sementara dalam pemeriksaan ahli untuk memberikan pendapat dan setelah
dicross cek dengan saksi-saksi yang ada, diperoleh fakta ternyata saksi-saksi
tersebut berdiri sendiri dan tidak berkorelasi , sehingga dianggap tidak cukup

bukti;
Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dihubungkan dengan

pengertian penyidikan pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan
tersangkanya. Maka jelas bahwa kewenangan untuk mencari dan menilai bukti
yang kemudian dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pid. Pra/2019/PN.Lbo




(

menjadi hak dan

&
terjadi guna menemukan tersangkanya, sepenuhnya
kewenangan penyidik, apakah bukti tersebut sudah memenuhi sebagai bukt
yang sempurna ataukah belum, Hakim praperadilan tidak dapat menilai secara
materi bukti bukti yang ditemukan oleh penyidik, karena hal tersebut telan
masuk dalam ranah materi pokok perkara,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti
Termohon beiupa Surat, keterangan saksi dan pendapat saksi Ahli, diatas

maka peneroitan SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/124/\V/2019 tanggal 29
atas nama tersangke WISYE

yang diajukan oleh

Mei 2019 untuk menghentikan penyidikan
PANGEMANAN, menurut hemat Hakim telah memenuhi salah satu persyaratan

Penghentian Penyidikan oleh karenanya surat tersebut beralaszi nukum untuk

dinyatakan sah ;
Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang sab

tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termchon Hakim akan

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagal berikut
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya

telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 7 (tujuh) orang saksi

dan 1 (satu) Ahli sebagaimana tersebut diatas;
Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Pemohon

kecuali P-12, P-13, P-14 dan P-15 aslinya tidak dapat diperlihatkan
dipersidargan, sehingga terhadap bukti-bukti surat dari Pemohon yang hanya
copy dari copy patut untuk dikesampingkan, karena alat bukti baru dapat
mempunyai kekuatan pembuktiar, sempurna apabila aslinya dapat ditunjukkan
oleh pihak yang membuktikan atau dengan kata lain kekuatan pembuktian suatu

bukti tulisan adalah pada akta aslinya ;
Merimbang, bahwa mengenai alat bukti permulaan saksi saksi yang

diajukan olzsh Pemohon dapat membuktikan ataukah relevan untuk menguy
ketidak absahan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon , hal
tersebut bukan kewenangan Hakim praperadilan untuk menilai atau menguji alat
bukti tersetut, karena hal tersebut telah masuk materi pokok perkara, dengan
demikian pendapat ahli yang Pemohon ajukan yang menerangkan bila ada

laporan ke bawaslu, pihak bawaslu akan melakukan beberapa tahap,

diantaranya melayangkan undangan kepada saksi-saksi untuk memints

klarifikasi terkait laporan, setelah itu melakukan pembahasan mengena
penerapar. pasal yang sesuai dengan laporan, pada tahap itu bawaslu di
dampingi oleh jaksa dan penyidik dari kepolisian yang tergabung dalam

Halarman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pid Pra/2019/PN.Lbo




ke Penyidik Poirl
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yang sangat detail di gakumdu ,

n biar hakim yang menilai serta memutus perkara ral lerseb

sbr = . § =
iran pada

persidanga
relevan dinilai oleh Majelis Hakim yang memeriksa pokok perrara Ui
pemeriksaan Praperadilan, oleh karenanya pendapat ahli tersebut patut untuk

dikesampingkan;
Meninibang bahwa oleh karena bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 pada
pokoknya sanma dengan buki yang diajukan oleh Termohon yaitu buikti T-1, T-
gkan daiam urasar

16.T-14 dan T-15 dimana bukti tersebut telah dipertimbang

sebelumnya, Hekim berpendapat bukti Pemohon justru mendukung kebenarar

dari dalil jawaopan Termohon;
Meninibang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim

Pemohon tidak dapat membuktikan posita permohonannya tentang tidak sannya

SURAT KETETAPAN Nomor : SP Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 uniuk
PANGEMANAN

berpendapat

menghentikan penyidikan atas nama tersangka WISYE

sehingga petitum pokok permohonan Pemonon narus ditolak
dall

Menimtang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai
t Ketetapan

a Pemohorn yang menyatakan kesalahan dalam penulisan Sura
Ketetapan Nomor

yaitu

SP.Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Oleh

Termohon pada Bagian MEMUTUSKAN, MENETAPKAN © 1. Menghentikan
: atas Nama

Penyidikan Perkara Atas nama Terduga Pelaku Anak/ABH
ahir Di kwandang tanggal 14 Maret 1980,

posit
“Bahwa yang selanjutnya didalam Surat

Wisye Pangemanan, Perempuan 3
Umur 39 Tahun Dst.. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan surat Rujukan
yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor

B/101/V/2019/Reskrim Tentang dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan
Umum Tahun 2019, atas nama TERSANGKA Sdri. Wisye Pangemanan,

selanjutnya sangatlah tidak Relevan saat dimulai Penyidikan disampaikan
statusnya TERSANGKA, namun dalam surat Ketetapan Menjadi TERDUGA,

dan yang sangat disayangkan oleh Pemohon adalah Kalimat : TERDUGA

PELAKU ANAK / ABH yang artinya (Anak Yang Berhadapan Hukum), tidak ada
kaitannya sama sekali antara Tindak Pidana Pemilu dengan Anak yang

berhadapan dengan Hukum”;
Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah menanggapi hal

tersebut dengan mengemukakan hal sebagai berikut : * Terhadap dalil

Pemohon menyangkut kalimat ‘Menghentikan Penyidikan Perkara atas nama
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Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2016, pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 77
KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan |

MENGADILI:
1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ; |
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumliah nihil ;
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh
Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Kuasa

Pemohon dan Kuasa Termohon.

.
Panitera Pengganti, Hakim,
ttd ttd
Jackeline C. Jacob, SH. Anry Widyo laksono, SH.MH.

.
)

Untuk Turunan yang sama aslinya;

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
Panitera,

_——

Yakub, S.H.M.H




